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ABSTRAK

Nama : Ayu Siti Maryam

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Import Licensing Agreement (ILA)-WTO dalam Konteks Tata
Niaga Gula di Indonesia : Sebuah Pendekatan Hermeneutika
Hukum

Kata Kunci :

Paradigma Liberalisme, Paradigma kepentingan Nasional, Hermeneutika, Import
Licensing Agreement (ILA) WTO, Tata Niaga Gula

Tesis ini mencoba mengungkap dominasi kekuatan ekonomi global dengan
mainstream paradigma liberalism dan sekaligus untuk menemukan apa
imlikasinya terhadap kepentingan nasional, terutama sejak ikut sertanya Indonesia
ke dalam lingkaran perdagangan bebas yang ikatannya disebut WTO. Sebagai
bangsa yang berdaulat dengan tujuan nasional mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur, bangsa ini harus memiliki sebuah sikap keberpihakan kepada rakyat.
Seluruh kebijakan yang dibuat, harus berorientasi demi kepentingan rakyat.
Sungguhpun demikian, dalam era yang semakin mengglobal, rasanya sulit bagi
Indonesia untuk tidak terlepas dari pengaruh kepentingan internasional. Mustahil
berfikir subsisten, kecuali bangsa ini akan semakin jauh tertinggal. Dalam
persilangan antara kepentingan nasional dan global tersebut, pembuat kebijakan di
negeri ini dituntut untuk bertindak bijaksana. Pada saat bersamaan, pemenuhan
amanat rakyat tidak harus membuat diri menjadi sosok yang terkucil. Dengan
bantuan penelusuran hermenetis terhadap ILA-WTO dan Tata Niaga Gula yang
masing-masing merupakan artikulais hukum yang dipengaruhi paradigma
liberalism dan orientasi nasional, diharapkan tesis ini mampu memberikan
gambaran yang lebih jelas pergumulan ekonomi masa kini dan cara yang tepat
bersikap terhadapnya.

vii Universitas Indonesia

Import licensing..., Ayu Siti Maryam, FH Ul, 2009



ABSTRACT

Key words:
Liberal Paradigm, National Interest Paradigm, Hermeneutics, ILA WTO, Sugar

Subjected to Import control

This thesis attempts to understand how the domination of global economic power
with its liberalism paradigm would give impact on national interest as result of
Indonesian integration into WTO. As a sovereign state, in which its national
vision to undertake justice and wealth thorough the people, Indonesia must have
total protection toward people. Nevertheless, in this globalization era, it’s
impossible to achieve the vision regardless the influence of international interest.
It’s impossible to be subsistent, unless we let to be primitive. In the contradiction
of paradigm between national and global interest, Indonesian policy maker are
obliged to be farsighted. At the same time, performing mandate from people must
be an effort without being isolated. By hermeneutic investigation toward ILA-
WTO as legal product of liberalism systems and Sugar Subjected to Import
control as legal product of national oriented systems, we will be able to describe
present economic circumstance briefly and finally will find the precise way to step
forward.
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I.1.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berbicara mengenai importasi dan perdagangan bebas, tentu yang akan
terjadi adalah  sebuah kontroversi, sebuah upaya tarik menarik antara
perlindungan produsen dalam negeri dan desakan internasional melalui lembaga
perdagangan internasional yang eksis saat ini yaitu World Trade Organizaton
(WTO). WTO mengharuskan setiap negara anggotanya (baca: Indonesia telah
menjadi anggota WTO semenjak tahun 1995) untuk menghilangkan barrier
dalam perdagangan, walaupun beberapa bentuk proteksi dan tariff masih
diperbolehkan. Penghilangan barrier ataupun mereduksinya dalam melakukan
perdagangan secara logika umum sudah tentu akan mengakibatkan derasnya arus
barang impor.

Bahkan Peter Van den Boosche berargumentasi bahwa :

There are basically four related reason why there is a need for
international trade rules. First, countries must be restrained from
adopting trade-restrictive measures both in their own interest and in that
of the world economy. A second and closely related reason are necessary
is the need of traders and investors for a degree of security and
predictability. Traders and investors operating, or intending to operate, in
a country that is bound by such legal rules will be able to predict better
how that country will act in the future on matters affecting their operations
in that country. The predictability and security resulting from
international trade rules will encourage investments and trade will thus
contribute to global economic welfare. A third reason why international
trade rules are necessary is that national governments alone simply
cannot cope with the challenges presented by economic globalization. A
Jfourth is the need to achieves greater measures of equity in international
economic relations.”

Dalam argumentasi itu jelas terlihat bahwa perdagangan internasional
dilakukan atas dasar prinsip-prinsip yang diantaranya adalah meminimalisasi

tindakan restrictive dari  semua negara dalam melakukan perdagangan

internasional. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan oleh WTO sebagai pilar-pilar

' Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal
Multilateral Departemen Luar Negeri Rl edisi keempat.( 2006) him.4
? Peter Van Den Bosche, The Law and Policy of The world Trade Organization, Text,
Cases, and Materials (United Kingdom : Cambridge University Press, 2007), him. 36
1
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dasar dalam pendiriannya sehingga melalui WTO, dapat tercipta satu sistem
perdagangan internasional yang diharapkan dapat mengantarkan perjalanan ke
gerbang era baru kerjasama ekonomi global yang mencerminkan keinginan kuat
untuk melaksanakan sistem perdagangan yang lebih ‘fair’ dan lebih terbuka, untuk
manfaat dan kesejahteraan negara anggotanya.’ Bahkan secara lugas, tujuan
pendirian WTO ini tersurat dalam mukadimah persetujuan pembentukannya, yaitu

peningkatan standar hidup dan penghasilan; perluasan lapangan kerja;
peningkatan produksi dan perdagangan; serta pemakaian optimal atas sumberdaya
alam dunia untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan
lingkungan." Hanya saja_memang perlu dilihat secara kritis apakah antara das
sollen dan das sein sudah sejalan atau belum.

Bentuk-bentuk barrier dalam perdagangan barang yang kerap menjadi
bahan kajian dalam sistem perdagangan bebas adalah berbentuk rariff barrier dan
non tariff barrier. Tariff barrier yang selalu dinegosiasikan untuk direduksi
adalah mengenai:

1. pengenaan bea masuk

2. tindakan pelarangan impor atau

3. pembatasan quota terhadap barang secara selektif.

Secara bertahap, semenjak perundingan GATT dalam putaran Tokyo dan
Uruguay telah dilakukan penurunan tariff line secara signifikan, dibuktikan
dengan pengurangan 45.000 tariff lines yang bernilai US$ 10 milyar, yang
merupakan 1/5 dari perdagangan dunia.® Spirit yang diusung WTO saat ini adalah
non tariff barrier oleh karena dalam perdagangan barang yang dianggap
menghambat bukan hanya berbentuk bea masuk yang tinggi ataupun biaya-biaya
lainnya tapi juga oleh non tariff barriers, diantaranya adalah dalam lima

agreement yang ada dalam WTO secara keseluruhan menolak tindakan-tindakan

? Agus Brotosusilo, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional : Studi Tentang
Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti
Dumping dan Safeguard”, (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
2006), him. 1

* Lihat : Marrakesh Agreement of The Establishing the World Trade Organization.

5 Departemen Luar Negeri, op.cit., him. 6
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teknis, birokrasi ataupun peraturan yang dianggap dapat menghambat
perdagangane, seperti :
* Peraturan-peraturan  teknis dan  standarisasi  (technical
regulations and standards);
= Lisensi impor;
* Pemeriksaan sebelum pengapalan (preshipment inspection);
*  Aturan mengenai asal produk (rules of origin);
* Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (investment
measures).”

Sampai saat ini perundingan-perundingan masih terus dilakukan baik
melalui tingkat Ministrial Meeting atau pun dibawahnya, terutama mengenai
agriculture. Dalam beberapa fakta ditemukan bahwa perundingan mengenai
agriculture memang selalu menjadi isu sensitif yang tidak kunjung mendapat
kesepakatan dari seluruh negara. Seperti yang terjadi dalam Putaran Doha
sekarang, belum juga ada kata sepakat antara negara maju dan negara
berkembang, negara maju untuk kesekian kalinya menolak pengecualian produk
pertanian dari perdagangan bebas®. Menurut Mari Elka Pangestu, Menteri
Perdagangan RI yang bertindak sebagai koordinator G 33 menyatakan bahwa
negara maju menolak draf yang diperjuangkan negara berkembang untuk
melindungi petani melalui special products (SP) dan special safeguards
mechanism (SSM). Draft itu berisi produk yang harus dikecualikan dari
perdagangan bebas atau mendapat tarif khusus jika importasinya melonjak.

Yang akan menjadi sorotan secara mendalam oleh Penulis dalam tesis ini
adalah Import Licensing Agreement (ILA), yaitu salah satu agreement dalam

WTO yang dimaksudkan untuk menghilangkan non tariff barrier dalam

perdagangan. Dalam konsiderans Import Licensing Agreement secara lugas

Semua rules tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara anggota karena WTO menganut
prinsip Single Undertaking dalam negosiasi, prinsip ini mengharuskan bahwa semua negara
anggota tidak bisa menyetujui beberapa atau sebagian agreement yang dinggap menguntungkan
kepentingan nasional mereka, tetapi harus menyepakati dan mematuhi semua kesepakatan yang
merupakan hasil dari negosiasi secara utuh. Prinsip ini dikenal juga sebagai konsep “nothing is
agreed until everything is agreed”. WTO mengenal prinsip-prinsip negosiasi, yaitu : 1) Prinsip
keuntungan bersama, 2) Prinsip resiprositas, yaitu prinsip untuk memberikan fasilitas perdagangan
yang sama, 3) Prinsip single undertaking.

Departmen Luar Negeri, op.cit., him. 42

$Perundingan WTO Gagal, (http://72.14.235.132/search?q=cache:A-
vMFAV6_MkJ:www.jawapos.co.id/halaman/index.php%3Fact%3Ddetail%26nid%3D15395+mari
+elka+pangestu+ministerial+meeting+wto+2008&hl=id&ct=clnk&cd=8&gl=id) , diakses tanggal
14 November 2008
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dinyatakan bahwa perdagangan internasional tidak boleh terhambat oleh
penerapan perizinan impor yang tidak wajar.9 , Tujuan lain dari ILA adalah untuk
meningkatkan disiplin-disiplin bagi para pemakai sistem perizinan impor dan
meningkatkan transparansi mengenai prosedur perizinan impor . Sebagai contoh,
Persetujuan ini mengharuskan para pihak (dalam hal ini negara-negara anggota)
untuk menerbitkan informasi yang memadai untuk para importir agar mereka
mengetahui bagaimana jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan perizinan.
Persetujuan ini juga memperketat peraturan-peraturan tentang kewajiban untuk
mempublikasikan prosedur-prosedur perizinan impor atau perubahan-perubahan
yang terjadi terhadapnya'® dan kewajiban setiap negara untuk melakukan
notifikasi atas perubahan kebijakan impor yang dimilikinya.

Import Licensing Agreement mengenal dua jenis kebijakan licensing
dalam ILA, yaitu automatic licensing dan non automatic licensing**.

Perihal automatic Import Licensing, persetujuan ini menetapkan kriteria
yang mewajibkan bahwa prosedur-prosedur perijinan impor tidak menimbulkan
akibat yang membatasi perdagangan. Sedangkan untuk prosedur-prosedur
perizinan yang tidak otomatis atau non automatic license, beban administratif bagi
importir dan eksportir harus dibatasi pada perihal yang betul-betul diperlukan
untuk mengelola tindakan-tindakan yang diterapkan. Persetujuan menetapkan
batas waktu selama-lamanya 60 hari untuk mempertimbangkan permohonan-
permohonan. Agreement on Import Licensing Procedures merupakan bagian dan
Multilateral Agreement on Trade in Goods'.

Pada dasarnya, Agreement on Import Licensing Procedures ini memuat
batasan-batasan yang menetapkan sejauh mana negara-negara anggota World
Trade Organization (WTO) boleh menerapkan kebijakan administratifnya untuk
mengatur masuknya barang-barang dari luar negeri, serta kewajiban-kewajiban

yang harus dipenuhinya. Agreement on Import Licensing Procedures ini

? Consideration of Agreement on Import Licensing Procedures

'® Kerjasama Program Pascasarjana Ul dengan Departemen Perdagangan RI, Laporan
akhir ‘Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act-Uruguay Round’,( Jakarta, Maret 1995), hlm.
220

"' Van den Bosch, op.cit, him.455

"2 Kerjasama Program Pascasarjana Ul dengan Departemen Perdagangan RI, Laporan
akhir ‘Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi Final Act-Uruguay Round’, Jakarta, Maret 1995, him.
220
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merupakan perluasan dan penyempurnaan dari Import Licensing Code (1979)
yaitu hasil perundingan Putaran Tokyo guna mengatur lebih lanjut praktek-
praktek kebijakan administratif yang berkaitan dengan bidang impor. Dalam
perundingan Putaran Tokyo, jumlah negara-negara yang bersedia mengikatkan
diri pada Import Licensing Code dan menjadi anggota Import Licensing
Committee masih sangat terbatas. Saat itu masih banyak negara menerapkan
kebijakan administratif yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam “code”
dan berdampak menghambat perdagangan internasional. Pada umumnya
Kebijakan administratif tersebut diterapkan dengan dalih untuk melindungi
kepentingan ekonomi dan industri dalam negeri masing-masing negara, namun
prosedurnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan GATT. Untuk
mengatasi keadaan tersebut, maka aturan-aturan dalam Jmport Licensing Code
telah diperluas serta dissmpumakan dalam Putaran Uruguay dan hasilnya tertuang
dalam Agreement on Import Licensing Procedures”.

Indonesia telah meratifikasi Agreement of Establishment WTO melalui
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement of
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Organisasi Perdagangan
Dunia) yang mengakibatkan Indonesia terikat dalam setiap Kesepakatan-
kesepakatan tersebut. Dengan diundangkannya UU no 7 tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement of Establishing The World Trade Organization
(Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia secara resmi
meratifikasi GATT 1994 dan menjadi anggota WTO, inilah yang menjadi dasar
hukum domestik Indonesia untuk tunduk terhadap berbagai rules yang ada dalam
WTO. WTO sebagai lembaga perdagangan internasional memiliki sistem hukum
yang berupa agreement-agrement yang inheren dengan WTO secara
kelembagaan, artinya WTO memiliki pendekatan rule based system dalam
mengatur mekanisme perdagangan internasional. Adolf Warrouw menyatakan
bahwa rule based system adalah sistem yang menjiwai WTO ini merupakan
pilihan yang diambil dan disepakati oleh negara-negara anggota, sistem ini
merupakan alternatif lain dari perdagangan multilateral yang berlandaskan

'power-oriented diplomacy’ yang pelaksanaan dan hasilnya akan sangat

" ibid
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tergantung pada ‘power status’ dari masing-masing negara mitra runding. Dalam
WTO, pendekatan yang menggunakan 'the role of power’ digantikan dengan 'the
rule of law’ yang dilakukan secara sukarela dengan prinsip saling menguntungkan
antar semua negara.’*  Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa WTO
memiliki prinsip single undertaking yang berarti bahwa semua negara anggota
tunduk pada semua agreement yang sudah menjadi kesepakatan WTO, tidak boleh
hanya menyepakati beberapa atau sebagian saja dari agremeent tersebut. UU
nomor 7 tahun 1994 dibuat sebagai perangkat hukum domestik untuk meratifikasi
The Establishing of WTO sehingga banyak ahli berpendapat bahwa UU tersebut
sekaligus mengafirmasi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan WTO. Prinsip
single undertaking inilah yang menjadi landasan dari pemberlakuan Import
Licensing Agreement di Indonesia.Tetapi Pemahaman seperti ini dibantah oleh
Agus Brotosusilo dalam sebuah artikel yang berjudul WTO Agreement: is self
executing? yang dinyatakan bahwa : Demi keadilan, suatu kesepakatan
internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia perlu dijabarkan kembali
dalam peraturan perundang-undangan nasional’®. Sampai saat ini sudah dilakukan
penjabaran melalui peraturan perundang-undangan nasional hanyalah di bidang
investasi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*.

Dalam konteks Indonesia, saat ini banyak kebijakan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pengaturan importasi, termasuk
kebijakan impor terhadap komoditi tertentu yang dianggap strategis lalu
bagaimana dengan keterikatan kita dengan import licensing agreement terhadap

perlindungan komoditi strategis tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah pada tata

“" Adolf Warrouw, Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO Suatu
Observasi Terhadap “Rule Based System”, Jurnal Hukum Internasional volume 1 Nomor 2 Januari
2004, (Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004),
him. 233

15 Brotosusilo, Agus, WTO Agreement : Self Executing ?!, Bahan untuk Mata Kuliah "
International Trade Law and Economics" pada Program Master in International Law,
Pascasarjana [lmu Hukum — Universitas Indonesia, semester Genap, 2008

'® Ibid, dijelaskan bahwa ...Sebagian dari bagian kesepakatan WTO --yang lebih
menguntungkan pihak asing--, telah dirumuskan ke dalam beberapa Undang-undang (misalnya di
sektor TRIP’s terdiri dari 6 Undang-undang, yaitu: Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang
Paten;'® Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merck;'® Undang-undang No. ) Tahun
2002, Hak Cipta;'® Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;'® Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industrl dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);'® padahal secara substantif sektor TRIP's ini
tidak langsung mengatur tentang perdagangan)
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niaga gula mengingat gula adalah salah satu dari komoditi strategis yang dimiliki
oleh Indonesia sehingga mengharuskan pemerintah untuk menerapkan kebijakan
impor gula. Bahkan dalam forum perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO), Gula ditetapkan oleh Indonesia sebagai salah satu komoditas pertanian
yang khusus (special products) bersama beras, jagung dan kedelai. Salah satu
peraturan yang mengatur tata niaga gula yang berlaku saat ini adalah Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor
Gula. Secara filosofis, sejatinya peraturan ini dibuat dalam rangka melindungi
petani/produsen tebu di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan petani.
Apabila dilihat secara sepintas, peraturan ini mengandung spirit proteksionisme,
seperti yang tampak pada konsiderans menimbang dari Kepmenperindag ini dan
juga dari Keppres nomor 57 tahun 2004 yang mengkategorikan gula sebagai salah
satu  komoditi dalam pengawasan. Tentu saja spirit yang menjiwai
Kepmenperindag ini akan sangat bertentangan dengan spirit free (rade yang
terartikulasi dalam Import licensing agreement, tapi bagaimana dengan ideology
negara Indonesia? Apakah memang secara vis a vis bertolak belakang dengan
ideology WTO? Karena secara historis tata niaga gula ini sudah dilakukan sejak
dulu dan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup petani tebu dan juga
melindunginya dari membanjirnya impor.

Tampak Ada dualisme kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia saat ini,
sebagai negara yang telah menjadi anggota WTO tentu memiliki konsekuensi
hukum untuk tunduk terhadap sistem perdagangan bebas yang dianut oleh WTO
termasuk GATT dan Anex-nya, tapi dilain pihak, Indonesia masih menerapkan
kebijakan impor. Kebijakan impor sendiri dilakukan oleh pemerintah Indonesia
merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk memagari
kepentingan nasional dari berbagai pengaruh masuknya barang-barang impor dari
negara lain yang terkait dengan Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan Hidup, dan
Moral Bangsa (K3LM).

Implementasi Import licensing agreement disinyalir tidak berjalan dalam
konteks pengaturan impor gula ini dapat diasumsikan bahwa memang terdapat
dua paradigma yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kebijakan tata niaga

gula adalah sebagai bentuk pengejawantahan dari komitmen bangsa untuk
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menciptakan sistem ekonomi yang melindungi kepentingan nasional sebagaimana
dimanatkan dalam dasar negara dan konstitusi yaitu bahwa negara bertanggung
jawab penuh terhadap kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Tapi di sisi lain yang
berseberangan, berdasarkan prinsip ratifikasi maka sesungguhnya Indonesia harus
tunduk pada ketentuan WTO dan penundukan tersebut merupakan komitmen yang
tidak dapat ditawar lagi karena sesungguhnya dengan itu, negara telah mengakui
kebenaran kehendak international sebagai kebaikan yang dicita-citakan bersama.
Atas adanya pertentangan dua doktrin tersebut, kebijakan impor gula yang
diterapkan di Indonesia (yang dalam kenyataannya dinilai cenderung protektif)
kini berada di persimpangan. Di satu sisi kebijakan itu dianggap sebagai
penyimpangan atas komitmen terhadap WTO namun di sisi lain dianggap wajar
sebagai kebijakan yang memihak rakyat. Hipotesa awal yang dipahami penulis
sebagai pijakan dalam tesis ini adalah, bahwa ketentuan-ketentuan impor yang ada
di Indonesia sesungguhnya dibuat dan dilaksanakan sebagai kebijakan protektif
yang memang dibenarkan sepanjang itu dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi tujuan nasional sesuai dasar
negara dan kontitusi. Untuk memudahkan pembuktian atas hipotesa tersebut,

penulis akan memfokuskan studi ini dalam kebijakan impor gula di Indonesia.
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pasca Indonesia meratifikasi General Agreement on Tariff and Trade 1994
melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Agreement of Establishing
the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia) maka liberalisasi perdagangan menjadi suatu keniscayaan, produk-produk
impor membanjiri Indonesia bahkan gula yang menjadi komoditi strategis
Indonesia juga dipaksa harus bersaing dengan gula impor dengan harga yang jauh
lebih murah. Makin membanjirnya impor gula tersebut berdampak pada
penurunan harga gula yang cukup signifikan di pasar domestik yang kemudian

menurunkan harga gula di tingkat petani. Kondisi ini mengakibatkan tingginya
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angka ketergantungan impor gula nasional yaitu sebesar 47% per tahun yang
berlangsung selama 1998 — 2002."

Kebijakan pro WTO tersebut sempat membuka ruang perdebatan diantara
para ahli dan pembuat kebijakan di Indonesia. Hingga pada tahun 1999
pemerintah memandang perlu untuk menerapkan kebijakan proteksi terhadap
industri gula nasional, kebijakan yang dimaksud adalah penetapan tariff impor
sebesar 20% untuk gula mentah (raw sugar) dan 25% untuk gula putih (white
sugar), namun tariff ad valorem tersebut nampaknya tidak efektif sehingga mulai
tahun 2000 kemudian diganti dengan tariff spesifik’®. Kebijakan penerapan tariff
spesifik tersebut kemudian dilanjutkan Pemerintah dengan menerbitkan kebijakan
import gula dalam Kepmenperindag No 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan
Impor Gula. Permasalahan muncul adalah setelah diterbitkannya ketentuan baru
tentang kebijakan import gula tersebut, yang diartikan bahwa apakah Indonesia
dianggap telah melanggar ketentuan WTO yang telah diratifikasinya atau tidak.

Selain itu, dengan adanya asumsi semangat proteksionisme dalam
kebijakan import gula dan adanya semangat liberalisme dalam ILA WTO maka
penulis berpandangan bahwa terdapat permasalahan teoritis-filosofis yang perlu
diuraikan dan dicari kebenarannya melalui penelitian thesis ini. Asumsi penulis,
apabila penelitian ini berhasil menelusuri problem-problem teoretis filosofis yang
melingkupi keduanya maka diharapkan problem yuridis-normative akan
terpecahkan.

Untuk mencari benang merah dari persoalan-persoalan mendasar tersebut
dalam thesis ini penulis akan mengawali dengan rumusan masalah yang akan

dijadikan sebagai dasar pijakan sebagai berikut:

1. Apa sejarah dan konstelasi yang melingkupi maksud dan tujuan dibuatnya
Import Licensing Agreement-WTO dan Tata Niaga Gula?

2. Bagaimana Import Licensing Agreement (ILA)-WTO dalam konteks Tata
Niaga Gula di Indonesia?

3. Bagaimana seyogyanya kebijakan gula nasional dilakukan ?

' Prajogo U Hadi dan Sri Nuryanti, Dampak Kebijakan Proteksi Terhadap Ekonomi Gula
Indonesizhlurnal Agro Ekonomi, volume 23 no. 1, Mei 2005 :hlm 82-99
ibid
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I.3. TUJUAN PENELITIAN

I. Untuk mengetahui sejarah dan konstelasi yang melingkupi maksud dan
tujuan Import Licensing Agreement-WTO dan Tata Niaga Gula di
Indonesia.

2. Untuk mengetahui Import Licensing Agreement (ILA)-WTO dalam
konteks tata niaga gula di Indonesia.

3. Untuk mengetahui kebijakan apa yang tepat bagi tata niaga gula di

Indonesia.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis
kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada
para praktisi hukum.

1.5. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Teori-teori yang diulas dalam kerangka pemikiran ini bukanlah suatu
dominasi utama, namun diharapkan sebagai pemakna (insight) sehingga tulisan ini
dapat terarah dan mudah dimengerti dalam konteks keilmiahannya.

Sorotan utama penulis untuk mendalami hubungan-hubungan hukum
dalam WTO utamanya tertuju pada ketidak sejajaran (inequality) yang nampaknya
tidak kunjung terselesaikan. Hal ini terutama dengan tetap adanya disparitas
antara Negara maju dengan Negara berkembang dalam tataran standard of living,
tingkat kesejahteraan umum, serta perbedaan distribusi  peluang  kerja
(employment). Jelas, hal ini menunjukkan bahwa ketidak sejajaran itu adalah
nyata adanya. Dalam pamahaman umum (termasuk penulis), hubungan yang
timpang ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya terdapat ketidak adilan yang
harus menjadi tugas besar bersama untuk segera diselesaikan WTO. Bahkan
secara lebih lugas Frank Garcia dalam bukunya yang berjudul Trade, inequality,

and justice: toward a liberal theory of just trade, mengemukakan, pada hubungan
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antara Negara maju dangan Negara berkembang di dalam lingkup hukum
perdagangan internasional timbul masalah “redistributive justice 4

Dalam hal ini, penulis sangat bersepakat dengan pendapat Frank Garcia
tentang pengadaptasian konsep diference principle ke dalam tataran yang lebih
luas, yaitu international relations, meskipun sesungguhnya pada awal teori ini
dibangun, John Rawls sudah mewanti-wanti bahwa theory ini kurang tepat untuk
digunakan dalam tataran international, sebagaimana ditekankannya:

1 shall be satisfied if it is possible to formulate a reasonable conception of
justice for the basis structure of society conceived for the time being as a
closed system isolated from other societies. 20

Penulis memastikan diri bahwa thesis ini berakar dari pemikiran John
Rawls tentang Theory of Justice. Sebagai pemahaman awal yang perlu dimengerti
adalah tentang asumsi filosofis John Rawis tentang prinsip dasar asali manusia
yang diliputi oleh “veil of ignorance”, yaitu semacam selubung keacuhan.
Konsep ini mengartikan bahwa manusia sebagai mahluk sosial sesungguhnya
berada dalam kondisi ketidak tahuan tentang kedudukan sosialnya, semua orang
tidak tahu seperti apa masa depan yang menantinya, semua orang tidak paham
potensinya masing-masing, dengan demikian sesungguhnya semua orang saling
menganggap berada pada kesempatan yang sama. Pada kondisi yang demikianlah
sesungguhnya keadilan berada. Sebagaimana penegasan John Rawl adalah sebagai

berikut:

Among the essential features of this situation is that no one knows his
place in society, his class position or social status, nor does anyone know
his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligent,
strange and the like. I shall even assume that the parties do not know their
conceptions of the good or their special psychological propensities. The
principles of justices are chosen behind a veil of ignorance. This ensure
that no one is advantaged or disadvantaged in the choice of principles by
the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances.
Since all are similarly situated and no one is able to design principle to
favor his particular condition, the principles of justice are the result of a
fair agreement or bargain. For given the circumstances of the original
position, the symmetry of everyone's relations to each other, this initial

' Frank Garcia, dalam desertasi Globalisasi ekonomi dan perdagangan international:
studi tentang kesiapan hokum Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui undang-
undang anti dumping dan safeguard, Agus Brotosusilo, Universitas Indonesia, 2005.

2 Rawls, John. A Theory Of Justice, Cambridge: Belknap Press, 1971, Page 7
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situation is fair between individuals as moral persons, that is, as ranonal

being with their own ends capable, I shall assume, of a sense of j justice?!.

Dengan mengadaptasi pandangan John Rawls tersebut, menurut
pandangan penulis, sesungguhnya suatu sistem yang adil dalam suatu komunitas
baik negara, maupun komunitas dan institusi international, hanya akan dicapai
apabila semua orang berada pada “original position-nya”, sebagaimana ini juga
dihipotesakan oleh John Rawls. Yaitu bahwa semua orang berada pada kondisi
dan suasana yang benar-benar sama, dalam artian tidak ada kedudukan yang
timpang. Teori ini digunakan untuk mengukur posisi antara negara yang terlibat
dalam pembentukan GATT 1947 maupun WTO melihat komposisi dan posisi
negara yang terlibat saat itu serta hubungan keterikatan satu sama lain apakah
semua negara yang terlibat itu memiliki starting point yang sama atau tidak.
Karena ketika negara-negara tersebut tidak berada pada posisi yang sama maka
penulis berasumsi bahwa agreement yang dihasilkan adalah merupakan sebagai
bentuk artikulasi dari adanya dominasi.? Namun demikian tidak dipungkiri
bahwa sesungguhnya inequality (perbedaan) kadang tetap diperlukan untuk
dinamisitas sosial. Untuk keniscayaan ini, John Rawls tetap memberikan batasan
dan arahan bagaimana scharusnya perbedaan itu disikapi, yaitu dengan

berpendapat bahwa:

Social and economic inequalities are to be arranged so tha.
a. offices and positions must be open to everyone under conditions of

fair equality of opportunity
b. they are to be of the greatest benefit to the least-advantaged

members of society (the difference principle)®

Dalam konteks tema spesifik yang diusung penulis dalam tesis ini (ILA-
WTO dan Tata Niaga Gula), selain mengadaptasi beberapa pandangan John Rawls
dalam Theory of Justice sebagai upaya untuk membangun pemahaman tentang
pola hubungan yang seharusnya dalam international relations, maka agar

kontekstualisasi semakin mendalam, penulis juga menggunakan konsep Ekonomi

2 Ibid, Page 12
22 karena hermeneutika hukum mengharuskan untuk melihat suatu teks secara kontekstual

dan melihat secara benar kenapa suatu teks itu muncul
 Ibid Page 33
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Pancasila yang akan diperbandingakan dengan roh sistem ekonomi perdagangan
bebas international dalam bingkaian hukum international. Secara fungsional,
konsep ekonomi Pancasila ini dimaksudkan sebagai titik pijak untuk memahami
apa dan bagaimana fondasi ekonomi bangsa yang pada gilirannya akan menjadi
dasar pembuatan regulasi berkaitan dengan importasi gula di Indonesia.

Paham ekonomi Pancasila dibangun dari akar kebangsaan Kita yang
terartikulasi dalam dasar Negara dan konstitusi kita. Pandangan ini diusung secara
konsisten oleh Prof. Dr. Mubiyarto dalam berbagai karya-karya ilmiahnya.
Adapun statemen teoretis beliau diantaranya adalah:

...ekonomi Kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di
Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh
kekuatan ekonomi rakyat.”.

...ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang
dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga
masyarakat.*®

Perdagangan internasional yang terinstitusionalisasi dalam ~WTO
merupakan bentuk artikulasi dari sistem perdagangan bebas. Selanjutnya untuk
mendapatkan gambaran tentang mainstream ekonomi dalam perdagangan bebas,
pandangan David Ricardo tentang comparative advantage akan diketengahkan
sebagai pendekatan awal. Sebagaimana umumnya para ahli seolah sepakat, bahwa
memang perdagangan bebas yang saat ini dianut oleh WTO sangat terinspirasi
oleh teori tersebut. Teori comparative advantage tersebut sesungguhnya
dikembangkan dari statement Adam Smith dalam bukunya an inquiry into the
nature and causes the wealth of nation:

If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we
ourselves can make _it, better buy it of them with some pert of the produce
of our own industry employed in ‘a way in which we have some
advantage.”®

* Mubyarto, Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi
Ekonomi Di Indonesia, Http:/www.Ekonomirakyat.Org/Edisi_11/Artikel 1.Htm, Diakses
Pada Tanggal 19 Nopember 2008.

* Mubiyarto, Ibid

% Adam Simth, an Inquiry Into the Nature and Causes the Wealth of Nation,
http://metalibri.incubadora.fapesp.bar, diambil pada tanggal 19 Nopember 2008
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Statement ini dalam perkembangannya oleh para ahli disebut sebagai teori
keunggulan absolute atau absolute advantage yang selanjutnya didukung dan
dikembangkan oleh para ekonom sesudahnya, terutama David Ricardo.

Teori ckonomi Adam Smith dilandasi asumsi bahwa perdagangan
internasional terjadi berdasarkan “absolute advantage”, yaitu apabila aksportir
dengan sumber daya yang dimilikinya dapat menghasilkan produk berupa output
yang lebih banyak, dengan harga yang lebih murah, dibandingkan dengan
pesaing-pesaingnya. David Ricardo, menyempurnakan teori Adam Smith,
berpendapat bahwa arus perdagangan antar negara ditentukan oleh tingkat harga
relatif (bukan absolute) dari barang yang diproduksi. Negara-negara cenderung
untuk mengambil spesialisasi untuk memproduksi komoditi dengan harga yang
lebih murah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Dengan demikian
perdagangan internasional bukanlah suatu “a zero-sum game’. Perdagangan
internasional berdasarkan absolute advantage hanya memberikan keuntungan
kepada satu pihak saja, dan merugikan pihak lain. Sebaliknya, Ricardo
mennjukkan perdagangan bebas/free trade, melalui spesialisasi yang didasarkan
pada comparative advantage, memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak
pelakunya.?”’

Disamping itu, sesungguhnya Perdagangan bebas juga tidak dapat
dilepaskan dari upaya kritik Adam Smith dan pendukungnya terhadap sistem
merkantilisme yang sebelumnya menjadi popular, seperti yang dikatakan oleh
Melvyn Krauss :

The economist argument for free trade was developed by the classical
economists to criticize the mercantilist practices of governments... The
Mercantilist identified a nation’s wealth or well being with its stock of
precious metals. Accordingly, a country was encouraged to export more
than imported, since the net outflow of goods would be matched by an
inflow of gold. To stimulates a trade surplus, mercantilists counseled
tariffs and export subsidies. The tariff discourage imports, while the export
subsidy encouraged exports. &

7 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations 172-174, 1987,
diambil dari Desertasi Globalisasi ekonomi dan perdagangan international: studi tentang
kesiapan hokum Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui undang-undang anti
dumping dan safeguard, Agus Brotosusilo, Universitas Indonesia, 2005. hal. 40

% Melvyn Krauss, “How Nations Grow Rich” Dalam International Trade Law : Theory
And Practices Volume 1, Edited By Raj Bhala, (Rosewood Drive, Denvers : The Lexis Publishing,
2000), Hlm. 1, Chapter |
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Dalam pernyataan itu nampak bahwa sebelum era free frade berkembang,
negara-negara di Eropa melakukan kebijakan tariff dan export subsidies untuk
menyokong perekonomian dalam negerinya. Seiring dengan runtuhnya sistem
perekonomian merkantilis, faham perdagangan bebas mulai mengambil peran
lebih dominan.

Dengan berbekal pada teori ekonomi yang mempengaruhi perdagangan
bebas dalam WTO diharapkan dapat menjadi upaya pendekatan yang efektif
untuk menelaah lebih jauh dalam pembahasan tentang ILA — WTO dan tata niaga
gula dalam tesis ini.

Untuk menghindarkan perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang dipakai
dalam penulisan ini, definisi operasional dari istilah-istilah yang dijumpai adalah
sebagai berikut:

a. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah
Pabean. (Pasal 1 UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan)

b. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen
yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini. (Pasal 1 UU No.10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan)

c. Import licensing is defined as administrative proceduresi used for
the operation of import licensing regimes requiring the
submission of an application or other documentation (other than
that required for customs purposes) to the relevant administrative
body as a prior condition for importation into the customs
territory of the importing Member. (Article 1, Import Licencing
Agreement WTO)

d. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah
Pabean dan pemungutan Bea Masuk. (Pasal 1 UU No.10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan)

e. Gula adalah Gula Kristal Mentab/Gula Kasar (Raw Sugar), Gula
Kristal Rafinasi (Refined Sugar), dan Gula Kristal Putih
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(Plantation White Sugar). (Pasal 1 Keppres No. 57 tahun 2004
tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan)

Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) adalah Gula yang
dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk
dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00; (Pasal 1
Keppres No. 57 tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai
Barang Dalam Pengawasan)

Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah Gula yang
dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk
dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00 (Pasal 1
Keppres No. 57 tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai
Barang Dalam Pengawasan)

Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah Gula yang
dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk
dalam Pos Tarif/HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00. (Pasal 1
Keppres No. 57 tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai
Barang Dalam Pengawasan)

Importir adalah perusahaan pemilik API yang melakukan kegiatan
perdagangan impor barang. (Pasal 1 (3) Kepmenperindag No.40
tentang Angka Pengenal Importir (API))

Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri
barang bukan limbah  yang diperlukan semata-mata untuk
proses  produksinya. (Pasal 1(c) Kepmenperindag No.
230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga
Impornya)

IT adalah  Importic ~ Terdaftar  pemilik  Angka Pengenal
Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk
mengimpor barang tertentu yang diarahkan Pemerintah ((Pasal
1(f) Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang
Yang Diatur Tata Niaga Impornya)

Automatic import licensing is defined as import licensing where

approval of the application is granted in all cases, and which is in
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accordance with the requirements of paragraph 2(a). (Article 2
Import Licensing Agreement WTO)

m. Non-automatic import licensing procedures are defined as import
licensing not falling within the definition contained in
paragraph 1 of Article 2. (Article 3 Import Licensing Agreement
WTO)

1.6, METODE PENELITIAN

Setiap produk hukum merupakan hasil dari suatu proses yang melibatkan
pemegang kekuasaan, sejalan dengan pemikiran Althusius bahwa kedaulatan
adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada
kepentingan jasmani dan rohani warga negara dimana kekuasaan ini ada ditangan
rakyat sebagai keseluruhan, karena itu kedaulatan tidak dapat dialihkan atau
dipindahkan, dan kedaulatan itu menjelma dalam undang-undang, yang harus
dilaksanakan oleh penyelenggara negara, yang terdiri dari seorang kepala dan para
pengawas yang mengawasi berlakunya undang-undang. Kepalanya terikat oleh
perjanjian untuk melaksanakan undang-undang, dan rakyat berjanji untuk menaati
undang-undang. Rakyat secara keseluruhan dapat minta pertanggungjawaban dari
Raja, apabila ia berbuat sewenang-wenang.”® Berpijak dari pemahaman tersebut,
maka sesungguhnya produk hukum baik dari aspek tekstual maupun
kontekstualnya merupakan objek yang selalu memerlukan penafsiran. Untuk
memahami maksud dan tujuan sejati (ontologis) dari hukum, perlu ditilik lebih
dalam konstelasi dan semangat yang ada dibalikr pembuatan dan
pengundangannya.

Bertolak dari pemahaman ini, penulis memandang perlu menggunakan
metode analisis dengan prinsip-prinsip hermeneutika seperti diperkenalkan oleh
Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher mengenai Hermeneutik. Menurut
Schleiermacher, tugas hermeneutika bisa diformulasikan sebagai ‘memahami
suatu teks adalah memahami sebaik dan bahkan lebih baik dari pengarangnya’,

hal ini berarti menempatkan teks pada waktu dan tempat penyusunannya,

? Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-
Unsurnya, Ul-press, Jakarta, 1995, him.128
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sebagaimana dalam rekonstruksi logis dari makna berdasarkan analisis formal dan
penelitian historis, namun hal itu juga berarti menelusuri proses penyusunan

sehingga seperti yang dikemukakan Scheiermacher “penafsir dapat menempatkan

dirinya *di dalam’ pengarang™®°.

Dalam dunia ilmu pengetahuan modern, hermeneutika ini menjadi salah
satu kajian yang menarik, sebagaimana ini ditunjukkan dengan berbagai varian
pendefinisian hermeneutika yang sebagai berikut®!:

1. Hermenutika sebagai eksegesi bible,

2. Hermeneutika sebagai metodologi Filologis,

3. Hermeneutika sebagai ilmu pecmahaman linguistik,

4. Hermeneutika sebagai Fondasi Metodologi bagi

Geisteswissenschaften,

5. Hermeneutika sebagai Fenomenologi dasein dan Pemahaman

eksistensial,

6. Hermeneutika sebagai system interpretasi.

Dari 6 varian tersebut, penulis akan menggunakan pandangan ke 4 yang
pada mulanya diinspirasikan dari karya-karya schleiermacher. Hal ini dilakukan
searah dengan pemikiran Wilhelm Dilthey, dia melihat hermeneutika adalah inti
disiplin yang dapat melayani sebagai fondasi bagi Geisteswissenschaffen (yaitu,
semua disiplin  yang memfokuskan pada ilmu-ilmu kemanusiaan seperti;
pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia)*’. Mendekati akhir abad 19, filsuf
berbakat dan seorang sejarawan sastra Wilhelm Dilthey (1822-1911), mulai
melihat hermeneutika sebagai fondasi Geisteswissenschaften — yaitu, semua ilmu
sosial kemanusian, semua disiplin yang menafsirkan ekspresi-ekspresi “kehidupan
batin manusia” baik dalam bentuk ekspresi isyarat (sikap), perilaku historis,
kodifikasi hukum, karya seni, atau sastra®.

Dalam kerangka itu, maka dalam tesis ini kajian scjarah tentang
pembuatan ILA WTO, baik itu yang mencakup paradigma, konsepsi pemikiran

kepentingan nasional, semangat nasionalitas, motivasi, dan kepentingan lainnya

menjadi pantas untuk diperhitungkan. Medium sejarah yang relevan untuk hal ini

% Adian, Donny Gabhral, Pilar-pilar Filsafat Kontemporer, Jalasutra, Jogjakarta, 2002,
him. 139

! Richard E. Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi (terjemehan dari
karya asli; Hermeneutics, Interpretation Theory in schleirmarcher, Dilthey, Heideger, and
Gadamer)halaman 38-49, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

? Ibid, halaman 45

* Ibid, halaman 110

Universitas Indonesia

Import licensing..., Ayu Siti Maryam, FH Ul, 2009



19

adalah proses perdebatan, kuesioner, presentasi ilmiah yang akan dianggap
sebagai artefak yang mensimbolisasikan fakta sejarah yang objektif.

Selain itu, disisi lain regulasi nasional kita yang berkaitan dengan perijinan
importasi gula juga akan dirunut dalam aspek kesejarahnnya, sehingga diharapkan
akan didapatkan makna dibalik pemberlakuan regulasi-regulasi tersebut. Medium
sejarah yang akan dianalisis adalah rangkaian sejarah tata niaga gula baik yang
berupa kebijakan maupun pertautan formal sejak berdirinya Negara Republik
Indonesia sampai sekarang. Kajian sejarah ini akan lebih difokuskan terutama
pada regulasi seperti Kepmenperindag No.527/MPP/Kep/9/2004 dan yang
memiliki implikasi yang paling besar terhadap kegiatan importasi gula di
Indonesia.

Dalam penelitian ini, data-data primer utama (/mport Licensing Agreement
WTO dan ketentuan impor Gula) akan dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan pisau analisis hermeneutika sehingga penulis mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang seluk beluk dan permasalahan yang
mungkin muncul. Penulis juga akan akan menggunakan pendekatan hermeneutika
hukum seperti yang diistilahkan oleh Ludwig Wittgenstein bahwa setiap language
game dibedakan berdasarkan fungsinya dalam konteks sosial yang juga
dikemukakan bahwa pada masing-masing makna hukum merupakan gambaran
deskriptif yang digunakan untuk menunjuk beberapa ciri yang dirasakan atau ciri-
ciri kehidupan sosial tempat permainan bahasa tersebut berlangsung (ciri-ciri ini
bisa meliputi orang, objek, tindakan, gagasan-gagasan dalam lingkungan sosial)
dari para peserta permainan bahasa tersebut™.

Penelitian hukum pada hakekatnya adalah kegiatan penyelesaian
masalah.?® Lebih lanjut dinyatakan oleh Morris L.Cohen adalah :

“ Legal Research is the process of finding the law that governs activities in
human society”...it involves locating both the rules which are enforced by
the states and commentaries which explain or analyze these rules”.

3 prof. Dr.H.R.Otje Salman S.,SH dan Anthon F. Susanto,SH.,M.Hum, Teori Hukum
Mengmgat Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007
Agus Brotosusilo,et al., Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen. Jakarta:
Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, (1994), him.8 terdapat dalam Disertasi Agus
Brotosusilo, Globalisasi ekonomi dan perdagangan international: studi tentang kesiapan hokum
Indonesia melindungi produksi dalam negeri melalui undang-undang anti dumping dan safeguard,
Agus Brotosusilo, Universitas Indonesia, 2005.
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Melalui penelitian, maka seorang yurist akan bisa mengambil keputusan
yang tepat mengenai apa yang harus dilakukan.

Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah kajian hukum normatif, karena
melakukan pendekatan dari perspektif hukum, kaidah-kaidah hukum dan norma-
norma. Juga akan menghasilkan kajian yang bersifat preskriptif kritis.

Penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan
judul dan permasalahan yang diteliti, yakni terdiri dari :

1. bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang mengikat berupa
peraturan perundang-undangan dan atau agreement-agreement terutama
yang berkaitan dengan Import Licensing Agreement (ILA) WTO dan
Ketentuan Impor gula;

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti artikel-artikel dan
pandangan ahli atas ketentuan dasar yang dijadikan pijakan;

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi. 2

Untuk memudahkan pemahaman atas metodologi yang akan digunakan dalam
tesis ini, berikut digambarkan alur logika yang digunakan:
Theory of Justice

ene
etm uty £y

memberikan
kesimpulan dan
saran

T
h
= /__\
o
; Menjawab
masalah yang
e Tata Niaga Import telah
Gula Licensing diidentifikasi
J Agreement dengan
8
t
i
[~
©

—

°tmeneut\ s

Theory of Justice

* Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suanu Tinjauan Singkat), PT Raya
Grafindo Persaja, Jakarta, 1985, Hal. 14.
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam pembuatan tesis ini penulis membagi penulisan ini kedalam empat bab
yang terdiri dari :

o Bab Pertama, yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang;
perumusan masalah; landasan teori dan konsep, metodologi penelitian;
tujuan penelitian; dan sistematika penulisan.

¢ Bab Kedua akan dibagi dalam lima sub bab, sub bab pertama akan
membahas mengenai kilas balik ITO, GATT, dan WTO. Sub bab kedua
membahas mengenai paradigma WTO dan dominasi negara, dalam sub
bab ini akan dibahas mengenai paadigma yang mempengaruhi
terbentuknya WTO, pada sub bab ketiga akan dibahas mengenai konstelasi
ekonomi politik GATT 1947 dan dominasi negara pemenang perang
dunia II, selanjutnya dalam sub bab keempat dibahas mengenai
Negotiating History Import Licensing Agreement, dan dalam sub bab
terakhir dari bab II ini akan dibahas tentang Pokok-pokok Agreement on
Import Licensing Procedure.

e Bab ketiga akan membahas secara menyeluruh mengenai kebijakan tata
niaga gula di Indonesia dilihat dari sejarahnya, paradigm ekonomi
Pancasila yang menjadi spirit kebijakan ini dan juga mekanisme dan
prosedur perijinan impor yang saat ini duterapkan di Indonesia melalui
Kepmenperindag nomor : 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor
Gula, Kepmenperindag nomor : 31/M-Dag/Per/7/2007 tentang Angka
Pengenal Importir (API), dan Kepmenperindag nomor
141/MPP/Kep/3/2002 tentang NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus).

« Bab keempat merupakan bagian yang berisi analisis terhadap konsep tata
niaga gula yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia.
Pembahasan tersebut akan diawali dengan kajian terhadap ideology
ckonomi kerakyatan yang merupakan pedoman ekonomi politik negara
Indonesia, penulis akan menguatkan asumsi ini dengan melihat pada
sejarah UUD 1945 dan teori-teori yang dikembangkan oleh utamanya
Prof. Mubyarto.
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Bab keempat, membahas mengenai import licensing agreement dalam
konteks tata niaga gula, akan dibagi dalam dua 